

Ringkasan Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisikan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai suatu tujuan/sasaran strategis instansi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor  22 tahun 2013 yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Rencana Strategis 2014-2017 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2014-2017. Adapun Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah : “ Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta tertatanya Inventarisasi Aset Daerah “. Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan kemudian dijabarkan melalui misi :
a. Terciptanya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
b. Tertatanya administrasi pengelolaan aset daerah sehingga tercapai data  dan nilai aset daerah yang meyakinkan
Untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara harus mempunyai tujuan, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Meningkatkan Kualitas pengelolaan aset daerah.
Pada Tahun 2014 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2015 secara umum cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja sebagian besar 100 % dari target indikator kinerja yang ada. Sedangkan realisasi dana seluruhnya untuk tahun 2015 sebesar 64,03 %.

Dari analisis capaian indikator kinerja maka teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
1. Beberapa tata kerja atau prosedur kerja belum efektif pelaksanaannya sesuai dengan tupoksi

2. Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah pada tiap-tiap SKPD

3. Data aset daerah yang teradministrasi masih belum sesuai dengan kondisi riil

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembekalan aparat yang dilaksanakan melalui pelatihan/kursus untuk memberikan motivasi kerja

2. Melaksanakan sosialisasi/bintek tentang pengelolaan keuangan daerah

3. Melaksanakan pendataan ulang tentang nilai aset daerah
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